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ABSTRAK 

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas 

yang memuat asas atau kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat melindungi 

kepentingan konsumen. Lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Undang-

Undang Perlindungan Konsumen merupakan upaya Negara guna memberikan perlindungan 

hukum bagi konsumen. Implementasi setiap pelaku usaha untuk menerapkan UUPK tersebut 

adalah dengan memenuhi hak-hak konsumennya. PT.Putra Mutiara Jaya merupakan salah 

satu pelaku usaha dibidang digital printing, dimana bentuk perlindungan hukum bagi 

konsumen yang diterapkan yakni dengan memberikan garansi pada produk yang dijualnya. 

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yakni penelitian yang sumber datanya didapat 

dari hasil penelitian lapangan. Jenis data meliputi bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa PT. Putra 

Mutiara Jaya telah memenuhi hak-hak konsumennya melalui pemberian garansi pada mesin 

digital printing yang dijual. Pemberian kepastian harga, jangka waktu garansi, service atau 

perbaikan mesin yang terkendal, dan proses return produk cacat merupakan bagian dari 

garansi dan jaminan atas produk dgital printing khususnya pada mesin produksinya.  

Kata Kunci : Hukum Perlindungan Konsumen, Konsumen, Garansi 
 

 

A. PENDAHULUAN 

     1. Latar Belakang       

 Indonesiamsebagai negaramhukum kesejahteraanmsenantiasa mempunyaimcita-cita 

luhurmsebagaimana di kemukakanmdalam pembukaanmUUD 1945 diatas. Salahmsatu 

bentukmlangkah kongkritmdalam melaksanakanocita-cita luhuroyang menjadioamanah 

negaraoadalah melindungiosegenap atauoseluruh wargaonegaranya darioperbuatan 

tidakobaik yang bisaomerugikan rakyatnya. Hukumoperlindungan konsumenomerupakan 

upayaohukum untukomelindungi konsumen (wargaonegara) dari kecurangan oknumopelaku 

usaha baikodalam negeriomaupun darioluar negeri. Hukumoperlindungan konsumen 

merupakanoupaya konkrit yangodilakukan olehonagara danopemerintah untukomelindungi 

konsumen (wargaonegara) sebagaioamanah dari konsepsionegara hukum kesejahteraanoyang 

termuatodalam amanahokonstitusi UUD 1945.1 

Hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhanokaidah-kaidah hukumoyang 

mengaturohubungan danomasalah antaraoberbagai pihakoyang satuosama lainoberkaitan 

denganobarang dan/atauojasa konsumenodi dalam pergaulanohidup. Hukumoperlindungan 

konsumenomerupakan bagianodari hukumokonsumen yangolebih luas yangomemuat asas-

asas atauokaidah-kaidah yangobersifat mengaturodan jugaomengandung sifatomelindungi 

kepentinganokonsumen. 

Hukumoperlindungan konsumenoselalu behubunganodan berinteraksiodengan 

 
1 Ali Mansyur, Irsan Rahman. Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu 

Produksi Nasional. 2015. Artikel dalam jurnal “Jurnal Pembaharuan Hukum” . No. Vol. II. Januari-April, hal. 3. 
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berbagaiobidang danocabang hukumolain, karnaopada setiap bidangodan cabangohukum 

tersebut senantiasaoterdapat pihakoyang berpredikato“konsumen”. Olehokarena itu, ruang 

lingkupohukum perlindunganokonsumen sulitodibatasi hanyaodengan menampungnya dalam 

satuojenis undang-undang, sepertioUUPK. 

Memahamioperbedaan antaraohukum konsumenodan hukumoperlindungan 

konsumen, antaraohak-hak pokokodari konsumenodengan bidang-bidangohukum yangolain 

dapatomemberikan gambaranomenyeluruh tentangohukum perlindunganmkonsumen. 

Berkaitanodengan pengertianotersebut dapatodisimpulkanobeberapa pokokopemikiran: 

1. Hukum konsumenomemiliki cakupanoyang lebiholuas dibandingkan dengan hukum 

perlindunganokonsumen. 

2. Subjekoyang terlibatodalam perlindunganokonsumen adalahomasyarakat sebagai 

konsumen, danodi sisi lain pelaku usaha, atauopihak-pihak lainoyang terkait, misalnya 

distributor, mediaocetak danotelevisi, agenoatau biro periklanan, YayasanoLembga 

KonsumenoIndonesia (YLKI), BadanoPengawas Obatodan Makanano(BPOM), dan 

sebagainya . 

3. Objekoyang diaturoadalah barang,odan/atau jasaoyang ditawarkanooleh pelaku 

usaha/produsenokepada konsumen. 

4. Ketidaksetaraanokedudukan konsumenodengan pelakuousaha mengakibatkanopemerintah 

mengeluarkanokaidah-kaidah hukumoyang dapatomenjamin danomelindungi konsumen. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganoKonsumen, tidak 

memuatodefinisi mengenaiohukum perlindunganokonsumen yaituosebagai “segalaoupaya 

yangomenjamin adanyaokepastian hukumountuk memberikanoperlindungan kepada 

konsumen”.  Perlindunganokonsumen berasaskanomanfaat, keadilan,okeseimbangan, 

keamanan,odan keselamatanokonsumen, sertaokepastian hukum. Dalamopenjelasan Pasal 2 

UUPKodisebutkan bahwaoperlindungan konsumenodiselenggarakan sebagaiousaha bersama 

berdasarkano5 asas yangorelevan dalamopembangunan nasional. Memerhatikanosubstansi 

Pasal 2oUUPK danppenjelasannya, tampakobahwa perumusannyaomengacu padaofilosofi 

pembangunanonasional yaituopembangunan manusiaoIndonesia seutuhnyaoyang 

berlandaskanopada falsafahonegara RepublikoIndonesia.2  

 UUPKomenggolongkan pedagangoperantara, distributoroatau agenosebagai pelaku 

usahaosemata. Secaraolebih mendetail, UUPKotidak membedakanokedudukan masing-

masingopara pihakoperantara ini. Padahalodalam perkembanganoperdagangan dioIndonesia, 

hampirosemua usahaobisnis menggunakanopihak perantara. Akibatnyaoterdapat kekosongan 

hukumomengenai hubunganohukum yangoterjadi diantaraopenjual, perantara,odan 

konsumen. Padahaloapabila ditelaahosecara lebihojauh, hubunghanoantara penjualopedagang 

perantara,odistributor atauoagen hubungannyaolebih kompleks, bukanohanya semata-mata 

hubunganopenjual danokonsumen sajaosebagaimana yangodiatur dalamoUUPK. Ini 

menyebabkanoadanya Distributoroyang bertindakountuk danoatas namaoProdusen akan 

berbedaokedudukannya denganodistributor yangobertindak untukodan atas namanyaosendiri, 

danohal ini jugaoakan berbedaodengan paraopedagang perantaraoataupun pedagangogrosir 

danoeceran. Hubunganohukum diantaraodiantara pelakuousaha, perantaraodan konsumen 

tidakosama denganohukum jualobeli biasa. Hubunganohukum diantaraomereka biasoterjadi 

karenaoperjanjian jualobeli, perjanjianopemberian kuasa,omaupun perjanjianopenitipan 

barang. 

Dalam perjanjian antaraokonsumen danopelaku usahaosering kaliokita menemukan 

adanyaokontrak bakuoitu adalahomengalihkan tanggungjawabopelaku usaha. Haloini sering 

kaliodinilai merugikanokarena menyebabkanoposisi yangotidak setaraoantara pelakuousaha 

 
2 SusantioAdi Nugroho, Proses0Penyelesaian SengketaoKonsumen Ditinjauodari HukumoAcara SertaoKendala 

Implementasinya,o(Jakarta: Fajar InterpratamapOffset, 2008), hal. 57 
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danokonsumen. Kontrakotersebut biasaomembawa kerugianokepada salahosatu pihak,ohanya 

membebankanotanggung jawabokepada konsumenoapabila terjadiowanprestasi didalam 

kontrakodan seringojuga terjadioperbuatan melawanohukum yangoujungnya paraopihak yang 

merasaohaknya diolanggar melakukanoupaya hukumountuk menuntutohaknya keopengadilan 

agarokepastian danoperlindungan hukumodapat diterimaooleh pihakpyang merasaohaknya 

dilanggar.oOleh karenaoitu sangatopenting melihatomengenai pertanggungjawabanopelaku 

usahaodalam perjanjian-perjanjianojual beliodengan konsumen, termasukodengan adanya 

perantara.oDalam perjanjianobaku biasanyaotidak akanoada hak tawar-menawar dariopara 

pihak, semua harus tunduk dan patuh dengan perjanjian prinsip “take it or leave it”.3 

LahirnyaoUndang-Undang No. 8 Tahun 1999 TentangoUndang-Undang Perlindungan 

Konsumen yangotelah disahkanopada tanggal 20oApril 1999, dan mulaioefektif 

mulaiotanggal 20oApril 2000. Dioantaranya, mengaturotentang keberadaanolembaga 

penyelesaianosengketa konsumenodiluar. pengadilan,olebih familiarnya disebutodengan 

BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). BPSKosudah tersebarodimana saja, 

khususnyaodi Indonesia. PembentukanoBPSK wajib diobentuk dikarenakanokehadiran 

teknologiodan informatikaoyang semakinolama semakinoluas jangkauannyaosehingga 

menimbulkanokeberadaan barangodan jasaosemakin meningkatodan arusnyaosemakin 

meningkatolancar serta adanyaoselentingan yangoterjadi di Negarapini tentangoperdagangan 

bebas.4 

Dalamopasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 konsumenoadalah 

setiapoorang pemakaiobarang dan/atauojasa yangotersedia dalamomasyarakat, baikpbagi 

kepentinganodiri sendiri, keluarga,oorang lain, maupunomakhluk hidupolain dan tidakountuk 

diperdagangkan.oDalam halopengelola tempatohiburan/rekreasi yangomelarang 

pengunjung/konsumenomembawa makanan/minumanodengan caraomemeriksa isiotas 

pengunjungoadalah merupakanotindakan pelanggaranoterhadap hakokonsumen, sebagaimana 

diaturodalam pasal 4oUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dimanaokonsumen berhakoatas 

kenyamanan, keamananodan keselamatanodalam mengkonsumsiobarang/jasa.5 

 

B. METODE PENELITIAN 

Jenisopenelitian dalamopenelitian hukumpini adalah empiris. Objek kajian penelitian 

empiris adalah fakta sosial. Penelitianoini bersifatodeskriptif-analitik yaitu penelitian yang 

mengungkapoperaturan perundang-undanganoyang berkaitan denganoteori-teori hukum yang 

menjadioobyek penelitian. Jenis data meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, 

dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berasal dari hasil wawancara dan observasi di 

lokasi penelitian. Bahan Hukum sekunder terdiri dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 

tentang perlindungan konsumen dan Buku III KUHPerdata tentang perikatan dan perjanjian,  

Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan 

bahan hukum primer. Untuk lokasi penelitian dilakukan wawancara secara langsung di kantor 

PT. Putra Mutiara Jaya Cabang Solo, kantor Jl. Blateran Kidul, Ngabeyan, Kec. Kartasura, 

Kabuaten Sukoharjo, Jawa Tengah. 

Teknikopengumpulan dataopada penelitian iniomenggunakan dua (2) metode 

 
3 Andyna Susiawati Achmad,  “KedudukanoHukum Dan TanggungoGugat Pedagang Perantara, Distributor, 

Dan/Atau Agen DalamoJalur Distribusi Barang”. Tahun  2021, JurnaloHukum Magnum Opus. No. 2. Vol. 4. 

Agustus, hal.195 
4  Ribka Marshela Weenas. LegalitaoBadan PenyelesaianoSengketa Konsumen (BPSK)oDalam Upaya 

PerlindunganoHak-Hak KonsumenoMenurut Undang-UndangoNomor 8 TentangoPerlindungan Konsumen. 

2019.  Artikel dalam “LexoPrivatum”. No. 2. Vol. VII. Februari, hal. 136. 
5 Ayub A. Utomo. Tngguno Jawab PelakuoUsaha TerhadapoKonsumen ProdukoCacat BerdasarkanoUndang-

UndangoNomor 8 Tahun 1999 TentangoPerlindunganoKonsumen. 2019. Artikel dalam jurnal “Lex Privatum”. 

No. 6. Vol. VII. Juli-September, hal. 32. 
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pengambilan data, yaitu: penelitian lapangan dan kepustakaan. Analisis data dalam penulisan 

penelitian hukum ini menggunakan analisis normatif kualitatif  yaitu dengan identifikasi 

bahan hukum, analisis, dan eliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum 

yang dipecahkan, serta menarik kesimpulan dalam bentuk arugumentasi untuk menjawab isu 

hukum 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

     1. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 di PT. Putra Mutiara Jaya  

         Cabang Solo 

DalamoKamus BesaroBahasa Indonesiao(KBBI), implementasiomemiliki makna 

pelaksanaanoatau penerapan. Haloini berkaitanodengan suatuoperencanaan, kesepakatan, 

maupunopenerapan kewajiban. Adapun pengertian implementasi undang-undang nomor 8 

tahun 1999 di PT. Putra Mutaiara Jaya Cabang Solo adalah penerapan atau pelaksanaan 

peraturan undang-undang, sebagaimana yang tertulis dan diatur dalam undang-undang 

nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang harus dilaksanakan oleh PT. 

Putra Mutiara Jaya Cabang Solo selaku pihak penjual.  

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dikatakan 

dapat diimplementasikan dengan baik apabila hak-hak konsumen dapat dipenuhi dan 

dijamin oleh pihak penjual. Sehingga upaya-upaya pemenuhan hak konsumen inilah yang 

merupakan bentuk implementasi Undang-undang yang berlaku. Melalui upaya tersebut para 

pihak penjual juga ikut berkontribusi dalam penegakan aturan atau hukum positif di 

Indonesia. 

Adanya pihak penjual tentu terdapat pihak konsumen yang harus dilindungi haknya. 

Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum bagi konsumen dalam suatu transaksi jual 

beli. Transaksi jual beli merupakan proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada 

pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Terjadinya transaksi jual beli 

merupakan suatu perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang dimuat dalam 

perjanjian jual beli.  

PT. Putra mutiara Jaya sendiri telah memiliki surat perjanjian yang berisikan 

beberapa hal terkait proses transaksi dan objek jual beli yaitu produk digital printing. 

Sebagaimana pasal-pasal yang tertera dalam perjanjian tersebut dibuat satu pihak oleh  

penjual dan pembeli hanya dapat menyetujuinya maka perjanjian tersebut termasuk dalam 

perjanjian baku. Dengan catatan bahwa isi dari perjanjian tersebut tidak melanggar unsur-

unsur yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian.  

Sebagaimanaosyarat-syarat sahnyaoperjanjian, diantaranya :6 

1) Sepakatomereka yangomengikatkanodirinya; 

2) Kecakapanountuk membuatosuatuoperikatan; 

3) suatuohal tertentu; 

4) suatuosebab yangohalal. 

Baik pihak penjual maupun pembeli tentunya perlu memahami syarat-syarat suatu 

perjanjian supaya masing-masing pihak dapat memenuhi kewajiban serta mendapatkan 

haknya sesuai dengan Undang-undangoperlindungan konsumen. Perlindunganokonsumen 

sendiriomerupakan keseluruhanoupaya yangomenjamin adanyaokepastian hukumountuk 

memberioperlindungan kepadaokonsumen.  

Dariokesepakatan paraopihak inilahosebenarnya dapatodiketahui bentuk perlindungan 

hukumoapa yang dapatodiperoleh olehopihak yangoterlibat dalamoperjanjian tersebut. 

Karenaobiasanya sebelumoperjanjian ituoterjadi, paraopihak sudahomelakukan kesepakatan 

 
6 Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 



Jurnal Bevinding Vol 02 No 01 Tahun 2024 

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta 

E-ISSN 3024-9805 

 

21 
 

mengenaiobagaimana bentuk perlindunganohukum yangoakan mereka tempuhonanti, jika 

salahosatu pihakoingkar janjioatauowanprestasi. 

PT. Putra mutiara Jaya memberikan beberapa hak kepada konsumen seperti, hak atas 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Upaya 

yang diberikan PT. Putra mutiara Jaya guna melindungi hak-hak konsumen sendiri terdapat 

beberapa cara, salah satunya yakni pemberian garansi bagi produk digital printing.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Resa sebagai supervisor marketing di 

kantor PT. Putra Mutiara Jaya Cabang Solo menjelaskan bahwa di antara bentuk  garansi 

yang dilakukan oleh pihak PT. Putra Mutiara Jaya sebagai upaya implementasi Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen diantaranya yakni : 

1. Pemberian Informasi Terkait Produk dan Kepastian Harga  

DalamoUndang-Undang PerlindunganoKonsumen menerangkan bahwa konsumen 

berhakoatas suatuokepastian mengenaioinformasi yangojelas terhadapobarang yang 

diperjualobelikan sesuaiodengan yangoditentukan olehoPasal 4 hurufo(c) UUPK,oHak 

mendapatkanoinformasi yangobenar diomaksudkan supayaokonsumen Mengetahui 

informasioyang jelasomengenai produkomaupun jasaotersebut sehinggaokonsumen dapat 

memilihoproduk barangomaupun jasaosesuai denganokebutuhan danokeinginannya.7 

Pemberianoinformasi terkaitoproduk ini tidakohanya terkaitodiskripsi produkodan 

caraopenggunaan saja,onamun jugaoterkait tarifoatau hargaojual produkotersebut. 

Kewajibanopelaku usahaoadalah memberikanoinformasi yangobenar, jelas, jujurosesuai 

yangotelah diotentukan padaoPasal 7 huruf (b)oUUPK danoberdasarkan Pasalo10 huruf 

(a) menentukanobahwa pelakuousaha dalamomenawarkan barangomaupun jasaodengan 

tujuanountuk dioperdagangan dilarangomempromosikan, menawarkanomengiklankan 

atauomembuat pernyataanotidak benaroserta menyesatkanomengenai hargaoatau tarif 

suatuobarang atauojasa. Setiapoproduk dioperkenalkan sertaodijual kepadaomasyarakat 

atauokonsumen, pelakuousaha wajibomenyertai denganoinformasi yangojelas. Informasi 

ini dioperlukan agarokonsumen tidakokeliru dalamomemilih barangomaupun jasa. 

Informasioini disampaikanokepada konsumenobaik itu diocantumkan padaokemasan 

produk,odi tempelkan padaorak, disampaikanosecara lisanoserta dapatomelalui iklan.8 

Pentingnyaoinformasi terhadapokonsumen yaituoagar konsumenodapat terhindar 

dariokesalahan dalamomenilai suatuogambaran terhadapoproduk barangotersebut. 9 

Apabilaopelaku usahaotidak memberikanoinformasi yangotidak jelasomaka hal itu 

merupakanosalah satu jenisocacat produk (cacatoinformasi) yangodapat merugikan 

konsumen. 

Upaya pertama ini sesuai dengan hak konsumen yang tercantum dalam pasal 4 

UUPK yakni ayat : 

1) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa 

tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi seta jaminan yang diperjanjikan; 

2) Haka atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang 

dan/atau jasa; 

Pada PT. Putra Mutiara Jaya pemberian informasi produk diberikan secara lisan 

melalui tim marketing kepada calon konsumen sebelum terjadinya transaksi jual beli. 

Kesesuaian harga jual produk digital printing maka PT. Putra Mutiara Jaya tertuang dalam 

surat persetujuan harga. 

 
7 Rudyanti Dorotea Tobing, 2014, Hukum Konsumen dan Masyarakat, Laskbang Mediatama, Palangkaraya, 

hal.32 
8 Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 34 
9 Ahmadi miru,2013, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, h. 112 
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Gambar 3.1 

Surat Persetujuan Harga 

 
1. Pemberian Jangka Waktu Untuk Garansi Pembelian Produk Digital Printing Baru  

Garansi ini merupakan kebijakan internal yang diberikan PT. Putra Mutiara Jaya 

selaku distributor untuk setiap pembelian produk digital printing baru. Namun hal ini 

menyesuaikan jenis atau tipe produk yang dibeli konsumen, karena setiap produk 

memiliki masa garansi dari pabrik atau produsen utamanya masing-masing.  

Jangka waktu yang diberikan sebagai garansi yaitu 1 bulan terhitung dari terbitnya 

invoice atau faktur bukti pembelian produk digital printing di PT. Putra Mutiara Jaya. Hal 

ini guna melihat adanya kerusakan, kecacatan produk, maupun kesalahan pengiriman 

barang dari pihak penjual. Yang selanjutnya akan berpengaruh pada tindakan atau proses 

ganti rugi yang akan di tempuh kedua belah pihak sebagai solusi dan bentuk perlindungan 

hukum bagi konsumen.  

Gambar 3.2 

Invoice pembelian mesin digital printing 
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Upaya pemberian garansi ini sesuai dengan hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK 

tentang hak konsumen dalam ayat : 

1) Haka atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang dan/atau jasa; 

2) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang 

digunakan; 

2. Perbaikan Atau Service Pada Produk Yang Terkendala 

Dari berbagai jenis produk yang dijual oleh Pt. Putra Mutiara Jaya secara garis 

besar dapat digolongkan dalam 2 jenis : Pertama, produk comsumable atau produk sekali 

pakai. Contohnya yakni paper atau kertas serta berbagai varian tinta cetak. Kedua, produk 

berupa mesin digital printing yang digunakan sebagai alat cetak produk-produk digital 

printing seperti contohnya spanduk, banner, dan lain sebagainya.  

Garansi berupa perbaikan atau service hanya berlaku bagi produk berupa mesin. 

Hal ini terkait bahwa mesin digital printing merupakan barang dengan penggunaan dalam 

jangka panjang dan memerlukan keahliah khusus guna perawatan dan penanganan apabila 

terjadi kendala. Alurnya setiap mesin digital printing yang dibeli oleh konsumen dari PT. 

Putra Mutiara Jaya akan dikirim sesuai dengan invoice dan surat jalan sesuai pesanan 

konsumen. Setelah tiba di tempat yang disediakan konsumen maka tim teknisi dari PT. 

Putra Mutiara Jaya akan merangkit setiap komponen dari mesin sebagaimana mestinya. 

Tahap selanjutnya yakni proses instalasi mesin digital printing supaya dapat segera 

digunakan untuk proses produksi.   

Gambar 3.3 

Proses pembongkaran dan perakitan mesin digital printing 
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Gambar 3.4 

Proses Instalasi mesin digital printing 

 
Dalam pemberian garansi mesin di PT. Putra Mutiara Jaya Cabang Solo, telah 

diatur dalam surat perjanjian jual beli mesin. Garansi atau jaminan dalam hal ini untuk 

garansi elektrikal diberikan dalam jangka waktu maksimal 12 bulan terhitung setelah 

proses instalasi mesin selesai. Garansi diberikan sesuai dengan ketentuan garansi 

distributor atau kartu garansi yang berlaku.  

Dalam jangka waktu garansi mesin tersebut, jika terdapat kendala pada mesin 

digital printing maka pihak PT. Putra Mitiara Jaya akan mengirimkan tim teknisi untuk 

mengecek kerusakan atau adanya kecacatan pada mesin yang di terima. Apabila dapat 

dilakukan perbaikan selama masa garansi maka pihak konsumen bebas dari biaya 

service. Selanjutnya apabila mesin digital printing tersebut tidak dapat dilakukan 

perbaikan, maka masuk pada proses return.  

Upaya pemberian garansi ini sesuai dengan hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK 

tentang hak konsumen dalam ayat : 

3) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa 

perlindungan konsumen secara patut; 

4) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; 

5) Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 

3. Return Atau Proses Pengembalian Produk Digital Printing Yang Cacat 

Return atau pengembalian barang merupakan tahap paling akhir yang dapat 

ditempuh konsumen apabila terjadi kendala pada mesin yang tidak dapat ditangani oleh 

pihak teknisi PT. Putra Mutiara Jaya akibat adanya cacat produk. Yang dimaksud cacat 

produk adalah produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga tidak mencapai 

standar kualitas yang ditentukan. Jika konsumen mendapatkan barang yang cacat atau 

cacat produk seperti, adanya kebocoran dalam botol kemasan tinta, warna tinta hilang saat 

proses print, sticker tidak bisa menempel saat digunakan, hasil cetak bolong, kertas sobek, 

dan masih banyak lainnya. Apabila konsumen mendapati cacat produk, maka konsumen 

bisa mengajukan return barang yang telah dibeli kepada PT. Putra Mutiara Jaya Cabang 

Solo.  

Tentunya dalam proses return atau pengembalian barang terdapat syarat dan 

ketentuan yang berlaku. Hal ini termuat dalam surat perjanjian jual beli yang sebelumnya 

ditanda tangani oleh konsumen sendiri. Syarat dan ketentuan tersebut terdiri dari : 
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a. Barang yang bisa diretur tidak melebihi satu bulan dari terbit invoice atau faktur 

pembelian  

b. Konfirmasikan kepada marketing atau admin marketing alasan returnya 

c. Setelah di konfirmasi, kirim barang retur dengan baik dan lengkap (bukti test print 

retur paper atau sticker dan atau foto untuk tinta bocor atau rusak atau cacat)  

d. Pengembalian paper atau sticker atau laminasi tanpa dus, tidak akan diterima dan di 

proses (akan dikembalikan ke customer) 

e. Ongkos pengiriman barang ditanggung sepenuhnya oleh customer  

f. Jika kesalahan dalam hal ini (salah kirim barang) maka ongkos kirim akan 

ditanggung perusahaan  

g. Barang yang sudah terpakai akan diperhitungkan sebagaimana mestinya sebelum 

terjadi eror sehingga tidak bisa terpakai kembali. 

Gambar 3.5 

Proses pengembalian barang return/produk cacat 

 
Upaya pemberian garansi berupa return sesuai dengan hak konsumen dalam Pasal 

4 UUPK tentang hak konsumen dalam ayat : 

6) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang 

dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana 

mestinya. 

Adapun jangka waktu garansi dalam surat perjanjian jual beli mesin di PT. Putra 

Mutiara Jaua sebagai berikut :  

a. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak sampai dengan 12 

bulan setelah proses instalasi mesin selesai dan berakhirnya masa garansi.  

b. Selama pihak kedua belum melaksanakan pelunasan pembayaran, status dari mesin 

tersebut adalah masih tetap merupakan hak milik pihak pertama.  

c. Pihak pertama mempunyai hak dan wewenang penuh untuk mengambil tindakan 

yang sesuai apabila terjadi wanprestasi dalam hal pembayaran oleh pihak kedua. 

Meski diatur sedemikian rupa guna melindungi hak-hak konsumen, garansi dapat 

di klaim kepada perusahaan yakni PT. Putra Mutiara Jaya dengan beberapa ketentuan. 

Apabila terdapat hal yang melanggar maka garansi tersebut dapat dinyatakan batal atau 

tidak berlaku, ketentuan ini terjadi apabila : 

a. Bila terjadi kerusakan dengan spesifikasi sebagai berikut :  

• Kerusakan yang disebabkan oleh terjadinya force majeure seperti : hubungan 

pendek arus listrik, bencana alam, kerusakan oleh binatang dan lain lain. 
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• Kerusakan Yang disebabkan karena dilakukannya modifikasi atau penggantian 

part tertentu yang bukan berasal dari distributor resmi oleh pihak kedua tanpa 

sepengetahuan pihak pertama  

• kerusakan Yang disebabkan oleh kesalahan dalam prosedur standart 

pengoperasian mesin.  

b. Bila perjanjian jual beli mesin tidak di tanda tangani oleh pihak kedua 

c. Bila adanya tunggakan pembayaran yang belum diselesaikan oleh pihak kedua 

Dilihat dari penjelasan ketiga upaya PT. Putra Mutiara Jaya dalam memberikan 

garansi pada produk-produk digital printing yang dijualnya, maka telah sesuai dengan 

ketentuan yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

perlindungan konsumen.  

 

D. PENUTUP 

1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis sampaikan di atas dengan 

permasalahan yang diamati, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di PT. 

Putra Mutiara Jaya adalah melalui pemberian garansi produk digital printing dan memenuhi 

hak-hak konsumen. Pemberian garansi tersebut meliputi : Pertama, pemberian informasi 

terkait produk dan kepastian harga. Kedua, pemberian jangka waktu untuk garansi 

pembelian produk digital printing baru. Ketiga, perbaikan atau service pada produk yang 

terkendala. Keempat, return atau proses pengembalian produk digital printing yang cacat. 

2. Saran 

LahirnyaoUndang-Undang No. 8 Tahun 1999 TentangoUndang-Undang Perlindungan 

Konsumen yangotelah disahkanopada tanggal 20oApril 1999, dan mulaioefektif 

mulaiotanggal 20oApril 2000. Dioantaranya, mengaturotentang keberadaanolembaga 

penyelesaianosengketa konsumenodiluar. pengadilan,olebih familiarnya disebutodengan 

BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). BPSKosudah tersebarodimana saja, 

khususnyaodi Indonesia. PembentukanoBPSK wajib diobentuk dikarenakanokehadiran 

teknologiodan informatikaoyang semakinolama semakinoluas jangkauannyaosehingga 

menimbulkanokeberadaan barangodan jasaosemakin meningkatodan arusnyaosemakin 

meningkatolancar serta adanyaoselentingan yangoterjadi di Negarapini tentangoperdagangan 

bebas.10 
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